
                                            

 

    Bantul, 6 Mei 2025 

 

Kepada 

Nomor 

Lampiran 

Hal 

: 

: 

: 

 

B/200.1.4.2/00508 

1 bendel  

Penjelasan Keterangan 

Rancangan Perubahan 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 

9 Tahun 2024 Tetntang Dewan 

Kebudayaan 

Yth. 

 

 

 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab 

Bantul  

di Bantul 

 

Dengan hormat,  

 

Bersama ini, kami kirimkan draft Penjelasan Keterangan Rancangan 

Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Dewan 

Kebudayaan. 

Demikian  kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
(KUNDHA KABUDAYAN), 

 

 
 

YANATUN YUNADIANA, S SI, M.Si 
Pembina Tingkat I, IV/b 

NIP. 196903151999031008 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



 

 

 

 

          Penjelasan Keterangan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Dewan Kebudayaan 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Dalam rangka implementasi peraturan Daerah Istimewa, Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan 

kebudayaan yang mengatur tentang pembentukan dewan kebudayaan, dan sesuai 

peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan 

Keistimewaan di bidang kebudayaan di Kabupaten Bantul telah dibentuk Dewan 

Kebudayaan dengan SK Bupati Bantul Nomor 355 Tahun 2024 dan telah pula 

dianggarkan honorarium secara rutin setiap bulannya bagi seluruh anggota dewan 

kebudayaan selama satu tahun anggaran. Jumlah Anggota Dewan Kebudayaan 

Kabupaten Bantul adalah sepuluh orang. Dimana yang empat orang berstatus 

sebagai aparatur sipil negara. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Pada tahun 2025 telah diadakan desk oleh kementerian keuangan kepada 

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terkait dengan alokasi & efisiensi anggaran. 

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa pemberian honor yang bersumber 

dari danais harus mengikuti peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 

16/PMK.07/2023 tentang pengelolaan dana keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dimana dalam pasal 11A ayat 6 disebutkan bahwa Pembayaran 

honorarium yang yang tidak dapat didanai dari dana keistimewaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf g mempunyai kriteria sebagai berikut (butir a) : 

honorarium yang dibayarkan secara rutin dalam kurun periode tertentu dan 

keanggotaan berasal dari aparatur sipil negara. Berdasarkan hal tersebut 

Pemerintah Kabupaten Bantul memutuskan tidak akan memberikan honor kepada 

4 orang anggota Dewan Kebudayaan Bantul yang berstatus sebagai aparatur sipil 

negara. Untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bantul akan mengukuhkan 4 

orang sebagai anggota Dewan Kebudayaan Bantul yang berstatus bukan sebagai 

aparatur sipil negara dan berhak menerima honorarium. Selanjutnya dengan 

melihat kompetensi, latar belakang dan pengalaman di bidang kebudayaan maka 

pemerintah kabupaten bantul berharap kepada 4 orang yang berstatus sebagai 

aparatur sipil negara tersebut tetap dapat menjadi anggota dewan kebudayaan 

Bantul.  
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Hal ini didasarkan pada pertimbangan Pemerintah Kabupaten Bantul melihat 

semangat keempat orang tersebut yang luar biasa dimana mereka menyampaikan 

bahwa siap mengabdikan diri dan memberikan kontribusi tanpa diberikan 

honorarium. Hal ini berarti keberadaan keanggotaan Dewan Kebudayaan Bantul 

akan mempunyai komposisi yang lebih baik lagi namun tanpa menambah beban 

anggaran danais.  

 

C. Maksud dan Tujuan  

Maksud disusunya rancangan perubahan Peraturan Bupati ini untuk :  

1. Memberikan kepastian hukum atas keberadaan struktur Dewan 

Kebudayaan Kab Bantul. 

2. Mempertegas tentang aturan pemberian honor kepada Dewan Kebudayaan 

Bantul. 

 

D. Sasaran yang di wujudkan  

 

Sebagai landasan hukum untuk mewujudkan akuntabilitas Dewan 

Kebudayaan Bantul  
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